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WALI KOTA SUKABUMI, 

 
 

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran 

tunjangan transportasi anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud 
dalam Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Sukabumi Nomor 172.4/688/DPRD 

tanggal 27 Oktober 2020 perihal Perubahan Anggaran 
Transportasi dan Perumahan, Surat dari Kantor Jasa 

Penilai Publik Antonius Herutono Djasmanuddin Robby 

dan Rekan Nomor 00156/2.0107-00/PI/11/00305/1 
/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 Perihal Laporan 

Kajian Harga Sewa Kendaraan untuk Kepentingan 

Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan 

Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan 

Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2017 tentang 

Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Sukabumi perlu diubah dan 

disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan 

Wali Kota Sukabumi; 
Mengingat…. 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 

Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia tanggal 14 

Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 

Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan 
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

551);  

 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor   5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

 
 

5. Undang-Undang… 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);  

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3584); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor  106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, 

dan Kota (Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor  59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6322); 

 

10. Peraturan…. 
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10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Sukabumi Nomor 36); 

 
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 

10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 

2017 Nomor 10); 

 
 

Memperhatikan  :  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir  dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 

Tahun 2017 tentang Pengelompokan 
Kemampuan Keuangan Daerah, serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Dana Operasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067; 

 

3. Surat…. 
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3. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Sukabumi Nomor 

172.4/688/DPRD tanggal 27 Oktober 
2020 perihal Perubahan Anggaran 

Transportasi dan Perumahan; 

 

4. Surat dari Kantor Jasa Penilai Publik 
Antonius Herutono Djasmanuddin 

Robby dan Rekan Nomor 

00156/2.0107-
00/PI/11/00305/1/X/2020 tanggal 21 

Oktober 2020 Perihal Laporan Kajian 

Harga Sewa Kendaraan untuk 
Kepentingan Tunjangan Transportasi 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kota Sukabumi; 
 

 

MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan  :  PERATURAN WALI KOTA TENTANG 

TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA SUKABUMI. 

 
Pasal 1 

  

Tunjangan transportasi Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi 

sebesar Rp13.005.300,00 (tiga belas juta lima 

ribu tiga ratus rupiah) setiap orang per 

bulan. 
 

Pasal 2 

 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Sukabumi yang menerima tunjangan 

transportasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 dikenakan pajak penghasilan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 3…. 
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Pasal 3 

 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Sukabumi yang diberhentikan sementara tidak 

diberikan tunjangan transportasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1. 

 
Pasal 4 

 

Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1, tidak diberikan apabila Pemerintah 

Daerah Kota Sukabumi telah menyediakan kendaran 

dinas jabatan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Sukabumi. 

 

Pasal 5 
 

(1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dibayarkan untuk menunjang 

pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi 

terhitung mulai bulan Oktober 2020. 

 
(2) Selisih Tunjangan Transportasi yang timbul 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 

sejak tanggal pengundangan Peraturan Wali Kota 
ini. 

 

Pasal 6 
 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, 

Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 

2017 tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Berita 

Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 20), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 7 

 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar…. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi. 
 

 

Ditetapkan  di  Sukabumi 

pada tanggal 4 November 2020  
bruari  10 

WALI KOTA SUKABUMI, 

 
ttd. 

 

 
ACHMAD FAHMI 

 

Diundangkan  di  Sukabumi  
pada tanggal 4 November 2020  

 

SEKRETARIS DAERAH  

KOTA SUKABUMI, 
 
 

ttd. 

 
 

DIDA SEMBADA 

 
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 46 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KOTA SUKABUMI 

 
 

 

 

 
       LULU YULIASARI 

NIP. 19710703 199703 2 002 

 
 


